PEMERINTAH KOTA
AMBON
KECAMATAN TELUK
AMBON BAGUALA
PERATURAN KEPALA DESA

NEGERI LAMA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA NEGERI LAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
akan ketentuan Pasal 15 Peraturan

Menimbang : a. bahwa untuk melaksan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan peraturan Desa tentang

susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
ahun 2014 tentang Desa (Lembaran

: 1. Undang Nomor 6 T
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
6

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 6)

Mengingat
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MEMUTUSKAN

Menectapkan PERATURAN DESA SBUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1 Desa adalah Desa Negeri Lama : _ Ve
: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mMeNgurus urusan
pemerintahan. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyvarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. ’
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ;
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis
dan unsur kewilayahan.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
o Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
BPD.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu
sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta

hubungan kerja.

-
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BAB 1l
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 2 i Bia
(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perandg.kflatas i
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
a.Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Teknis. 3
(3)Perangkat Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ’I(‘Qlc;l}::uf
a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Pelaksan?. ekni ,ak

(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling bany:
terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha'dan ul.'m'.lm?:
urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit
(dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan
keuangan.

(3)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (2)
dipimpin oleh Kepala Urusan, yang berkedudukan. di bawah
Sekretaris Desa serta sejajar dengan dan Pelaksana Teknis.

Pasal 4

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf ¢ merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana
tugas operasional.

(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi
kesejahteraan dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi
yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

(3)Masing-masing s'eksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh Kepala Seksi.

Pasal 5
(1)Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewi i
flenile Vepent, P ewilayahan dapat dibantu
(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada K i
it B A s o) p epala Urusan, Kepala Seksi

(3)Sebutan unsur staf seba

dalam Peraturan Desa. gaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
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Bagian Kedua
Tugas dan
Fungsi

Pasal 7

(1)Kepala Desa  berkeduduka sebagai Kepala Pemerintah Desa yang
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Kepala Desa  bertugas menyelenggarakan PemerintahanDesa,
melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
a.menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, seperti tata praja
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan
upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan,
dan penataan dan pengelolaan wilayah;

b.melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan;

c.pembinaan  kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya; dan

f, tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat
Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
a, mclr.xkf;anakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi; j
b.melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi
pcrapgkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan  rapat, pengadministrasian  aset, inventarisasi
perjalanan dinas, dan pelayanan umum; :

|

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

6

¢.melaksanakan urusan keuangan seperti pengurnsan administrasi
keunangan, administrasi  sumber sumber  pendapatan dan
pengeluaran, verifikasi administrost keuangan, dan administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembagn
pemerintahan desa lainnya;dan

d.melakukan urusan perencanaan  seperti  menyusun
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisiv data-

data dalam rangka pembangunan, melakukan monftoring dan
evaluasi program, serta penyusunan laporan;

rencanan

Pasal 9

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur atafl sekretariat,
Desa dalam

a. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris |
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan,
(2)Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyal fungsi :

a.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan secperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ckspedisi, dan penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat
desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan
urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan

desa lainnya.
c.Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi

urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.
d.Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat
desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, pelayanan umum, mengkoordinasi
urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi

program, serta penyusunan laporan.
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Pasal 10

unsur pelaksana teknis.

Kepala Desa sebagai pelaksana

(1)Kepala Seksi berkedudukan sebagai
(2) Kepala seksi bertugas membantu

tugas operasional. .
(3)Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mem
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyal
manajemen tata praja pemerintahan, menyusurn ranca}ngan
regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
penataan dan pengelolaan wilayah,

masyarakat, kependudukan,
serta pendataan dan pengelolaan profil desa. _
b.Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pezpba{lgunan
bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas somahs:am sgr:ta
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
pemuda, olahraga,

punyai fungsi :
fungsi melaksanakan

motivasi
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
dan karang taruna.

c.Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan
penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak' 'dar}
kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenagakerjaan. :
an mempunyai fungsi

d.Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayan
sarana prasarana perdesaan,
tugas

melaksanakan pembangunarn
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan 3
di bidang budaya, ekonomi,

sosialisasi serta motivasi masyarakat
pemberdayaan keluarga, pemuda,
otivasi

politik, lingkungan hidup,
olahraga, karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan m
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 11
( I)Kf_:pala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan
lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di

wilayahnya.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi :
a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan
penataan dan pengelolaan wilayah; 3
b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam m’ i
eningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat j
g s y dalam menjaga
d.melakukan upaya-upaya
. pemberdayaan masyarakat dala
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dar:ll

pembangunan.
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BAIR HI
LAPORAN KEPALA DESA

Pasnl 12 :

Dalam mcluksunnknn tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannyn,
kepala Desn wajib:

I)"n_vnlcngunruun

a.menyampaikan laporan
setiap akhir tanhun anggaran kepada Walikota; :
pemerintahan  Desa

b. menyampaikan laporan penyelenggarann
pada akhir masa jabatan kepada walikota; dan

. menyampaikan laporan keterangnn ;
pemerintahan secara tertulls kepada BrD setiap

angEaran.,

Pemerintahan Desa

penyelenggaraan
alhir tahun

Pasal 13

1 Pemerintahan Desa sebagaimana dir_nﬂkaud
lisampaikan kepada Walikota melalui Camat

(1)Laporan pvnyrlt-nugnmm
telah berakhirnya tahun anggaran.

dalam Pasal 12 huruf a ¢
paling lambat 3 (tiga) bulan se

BAB III
LAPORAN KEPALA
DESA

_ Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas, kewenanga

kepala Desa wajib:
d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota; ‘
e.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masa jabatan kepada Walikota; dan
f. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
secara tertulis kepada BPD sctiap akhir tahun anggaran.

n, hak, dan kewajibannya,

Pasal 13

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai i
; . : gaimana dimaksu
dalgm Pasal 12 h‘uruf a disampaikan kepada Walikota melalui Carnzﬁ
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebaéaiman
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: g
a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerint
: ahan Desa;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; ;
c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan '
L d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
i padpgrzgagne(rll_;/cclit.:nggalr(aan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
: igunakan sebagai bah i i
dasar pembinaan dan pengawagsan. W Smaiua) Sinn. s Qeal
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Pasal 14

()Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 12 huruf b kepada Walikota melalui Camat. .

(2)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan. - :

(3)Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; X
b.rencana penyeclenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka

waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
c.hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d.hal yang dianggap perlu perbaikan. 3
(4)Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemcpntahinn l%e{::
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporka

Kepala Desa kepada Walikota dalam memori serah terima jabatan.
Pasal 15

1)Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan

; )Pcr‘;crintahan Desg scl?agaimana dimaksud dalam Pasal 12_ huru‘f c
setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. %

(2)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan
Desa.

(3)Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

(1)Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD.

(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas bersama BPD dengan Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

(3)Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah
Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD,
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui camat paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
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1
(4)Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebf}gmmana ggngﬁls:m&dls :
ayat (3) diserahkan oleh Walikota Ambon paling lama R vt
hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Pera
oleh Walikota.

(5)Dalam hal Walikota tidak memberikan h
sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
diberlakukan. 3 : i

() Dalam hal Walikota telah memberikan hasil evah'll?i?': :cbagaxma
dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib memperba(;esay éebagaimana

(7)Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturar;l O k. diterimariya
dimaksud pada ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) hari s€}
hasil evaluasi. i Siak

(8)Kepala Desa mengundang BPD untuk mcm;;ert;lal;ll k:;glcc::i gan
peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ?n i Sanat,
tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kept'ad_a Wahkofa g P

(9)Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti o oLkh meraal
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan tetap mene ag e
Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan e

Keputusan Walikota.

m batas waktu

i asi dala
asil evalu ¢ dapat

Peraturan Desa terscbu

BAB V
KLASIFIKASI JENIS DESA

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengantingkat
perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

(2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.

(4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

(5) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

(I) Dalam melaksanakan tu
=4 gasnya, Kepala De :
memimpin dan mengkoordinasikan : sa bertanggungjawab

¢ bawahannya masing- i
memberikan bimbingan se hitde. : 1g-masing dan
highs bawatan, @ T rta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan

(2) Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintah

melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 8 Pervalinn
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3 lfcl)lalﬂ 'Dcsu dan Perangkat Desa mengadakan pengawasan dan .
(‘vu uasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya, ;
@ ?(ik’;f“gls Desa mewakili Kepala Desa apabila Kepala Desa sedang
idak ada ditempat atau berhalangan sementara. :

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Perangkat Desa yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan
diangkat dalam jabatan baru sesuai dengan susunan organisasi_dan
tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan pada Peraturan Kepala Desa
ini ,

(2) Perangkat Desa yang tidak mendapatkan ja
organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa,
Perangkat Desa.

(3) Staf sebagaimana dimaksud pa
Perangkat Desa.

batan karena sus.unan
diangkat menjadi staf

da ayat (2) tetap berstatus sebagai

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22 :
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundgngan :
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Negerl

Lama.

Ditetapkan di Negeri Lama
pada tanggal 30 Desember 2024

KEPALA DESA NEGERI LAMA,

v

_OTNIEL MAITIMU
Diundangkan di Negeri Lama 2 SR 2 &
pada tanggal 30 Desember 2024 ' ;

SEKRETARIS DESA

& - 9

e
Sl
RIDO DE KOCK

BERITA DESA NEGERI LAMA TAHUN 2024 NOMOR 14
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA

AMBON NOMOR 40 TAHUN

2016 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH

DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA ‘

.

SEKRETARIS
DESA

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN

KEPALA DESA NEGERI LAMA

OTNIEL MAITIMU

KEPALA KEPALA KEPALA

URUSAN URUSAN URUSAN
PERENCANAAN
KEPALA SEKSI ";)AI&“ S;’l‘}'x KEUANGAN |

PELAYANAN
]
]
RW / RT
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PEMERINTAH KOTA AMBON

Kecamatan Teluk ambon

DESA NEGERI LAMA

Jin. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp:0812-8856-0630

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
- SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA NEGEGERI LAMA
f [ NAMA | UNSUR PARAF
i 1 ] Markus souhuwat KJ)A-«.
_ar
[ 2 } Semuel Ferdinandus ’%
;_‘ ¥ P I T
L3 ] Hendry Ropena W
! B4 } Neltje de Kock ‘#1.,/
P 4
5 ] Alexander Maitimu %
i BPD 7
1 } Charly Lucky Tuwatanassy M
6
78 Rostensy Kaipatty
B Cele ez el
[f 8 j Rido de Kock g’-hp dC(ﬂ %
) Theresia Soselisa W A
J‘ }\ P 4
10 x Jacob Bungaa ’P ,.M/
| EMDES ]
L 11 1 Irene Waelauruw \ (M
} 12 [ Heldiana Tasidjawa te Wg/
1:3} Carol Mairuhu S’(é;{;][ &Q,_ A ﬁ&l 0
}' 14 / Maria Lilitnuhu SM o . D

Negém La:ﬁé, 30 Deseember 2024
KEPALA DESA NEGERI LAMA
[* [WEeALA pesy -

t\ g:;:;\ ey

v
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Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola

Pemerintah Desa Negeri Lamas brrsama Badan Permusyawaratan Desa (B¥F1}
melaksanakan mpat penetapan Peratursn Kepala Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kelola Prsnerintah Desa. ‘

Rapat dilsksanakan di Balai Desa Negeri Lama pada hari selasa tanggal 30
Desember 2024 yvang dihadin oleh Kepala Desa, perangkat desa, Ketua dan

Angeots BPD

Mnda rapat membahas dan menyepakati struktur organisasi pemerintahan
desa, ursian tugas masing-masing perangkat, serta tala kelola pemerintahan
desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil pembahasan, seluruh peserta rapat menyetujui dan menetapkan
Peraturan Kepala Desa Negeri Lama tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kelola Pemerintah Desa sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan desa.

Dokumen notulensi ini menjadi bukti pelaksanaan rapat dan akan diunggah
sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat
mengetahui dan memahami struktur serta tata kelola pemerintahan desa.
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PEMERINTAH KOTA AMBON

Kecamatan Teluk ambon

DESA NEGERI LAMA

Jin. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp:0812-8856-0630

Nomor : 005 / 67 / X1I/PDNL/2024 Kepada Yth :
Lampiran : - Ketua & Staff BPD
Kota Ambon
Perihal : UNDANGAN di-
Tempat
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Susunan
Organisasi dan tata Kelola Pemerintahanb Desa Negeri Lama , maka dengan ini
kami mohon kesediaan bpk/ Ibu kiranya berkenan hadir dalam kegiatan dimaksud,
yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin , 30 Desember 2024
Jam : 10.00 WIT - sampai selesai
Tempat : Kantor Desa Negeri Lama

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kesediaan Ibu kami ucapkan
terima Kkasih .

Negeri Lama, 27 Desember 2024
KEPALA DESA NEGERI LAMA
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